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ABSTRAK 

Kota Depok menghadapi tantangan serius berupa intoleransi yang 
menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan. Partai 
Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan komitmennya terhadap 
pembangunan masyarakat yang inklusif, sebagaimana tercantum 
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 16, melalui 
advokasi hukum, sosial, dan edukatif. Namun, upaya ini tidak lepas 
dari hambatan internal seperti lemahnya struktur organisasi, konflik 
kepengurusan, serta dominasi kelompok konservatif dalam dinamika 
politik lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
untuk memahami perspektif dan peran PSI dalam mewujudkan 
pembangunan inklusif di Kota Depok. Data dikumpulkan melalui 
wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen 
untuk mengevaluasi kontribusi PSI terhadap pencapaian SDG 16. 
Temuan menunjukkan bahwa PSI secara aktif melakukan advokasi, 
termasuk menentang penyegelan tempat ibadah dan 
mengampanyekan keberagaman. Komitmen ini tercermin dalam 
capaian 70% dari target program anti-intoleransi di wilayah 
Jabodetabek selama periode 2022–2024, berdasarkan data internal 
partai dan pengamatan publik. Meskipun PSI telah menunjukkan 
konsistensi dalam mempromosikan inklusivitas, berbagai tantangan 
internal dan eksternal tetap menghambat efektivitas perannya. 
Untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan 
inklusif, PSI perlu memperkuat konsolidasi internal, membangun 
strategi komunikasi politik yang lebih efektif, serta meningkatkan 
kapasitas kader dan sumber daya organisasi. Studi ini 
merekomendasikan penguatan tata kelola partai serta 
pengembangan strategi komunikasi dan kaderisasi untuk 
mendukung implementasi kebijakan inklusif di tingkat lokal, selaras 
dengan pencapaian SDG 16. 
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ABSTRACT 

The city of Depok faces serious challenges of intolerance that hinder 
its efforts to achieve sustainable development. The Indonesian 
Solidarity Party (Partai Solidaritas Indonesia, PSI) has demonstrated 
a strong commitment to building an inclusive society in line with 
Sustainable Development Goal (SDG) 16 through legal, social, and 
educational advocacy. However, these efforts are hampered by 
internal issues, including a weak organisational structure, leadership 
conflicts, and the dominance of conservative groups in the local 
political landscape. This study adopts a qualitative approach to 
explore PSI’s perspectives and roles in promoting inclusive 
development in Depok. Data were collected through in-depth 
interviews, field observations, and document analysis to assess PSI’s 
contribution to SDG 16. Findings reveal that PSI actively engages in 
legal and social advocacy, including opposing the closure of places of 
worship and promoting diversity. This commitment is reflected in 
achieving 70% of PSI’s anti-intolerance program targets in the 
Greater Jakarta area (Jabodetabek) during 2022–2024, based on 
internal data and public observation. Despite its strong stance on 
inclusivity, PSI’s effectiveness is constrained by both internal and 
external challenges. To enhance its impact, PSI must improve 
internal consolidation, strengthen political communication 
strategies, and build the capacity of its cadres and organisational 
resources. This study recommends reinforcing party governance, 
developing strategic communication, and enhancing cadre training 
to support inclusive policymaking at the local level in pursuit of SDG 
16. 

Keywords: The Role of Political Parties, Identity Politics, Intolerance, 
Depok City, Indonesian Solidarity Party 

 

PENDAHULUAN 

Memiliki lebih dari 17.000 pulau terangkai dari Sabang hingga Merauke 
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ciri khas masyarakat yang majemuk. 
Kemajemukan masyarakat dapat terlihat dari berbagai corak suku, budaya, tradisi, 
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bahasa, agama dan kepercayaan, serta keragaman kepentingan (politik). Di tengah 
kemajemukan masyarakat Indonesia, Pancasila, yang dianut sebagai dasar negara, 
berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Sari, 
2022), yang dijabarkan secara mendalam dalam butir-butir pengamalan masing-
masing sila. Namun, kurangnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai 
Pancasila menjadikan keragaman yang dimiliki justru sering kali menimbulkan 
friksi dan bahkan konflik sosial, baik antarindividu maupun antarkelompok 
masyarakat. Dampak dari konflik sosial yang terjadi menimbulkan tindakan 
diskriminasi serta intoleransi, terutama terhadap kelompok masyarakat minoritas 
dan rentan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi 
manusia (HAM). 

Berbagai peristiwa yang terkait dengan isu intoleransi menunjukkan bahwa 
masalah ini sangat serius dan mendesak untuk segera diatasi. Dalam lingkup 
nasional, salah satu contoh kasus yang menonjol adalah aksi demonstrasi akbar 
212 yang digelar pada penghujung tahun 2016. Peristiwa ini terjadi karena Basuki 
Tjahaja Purnama, yang saat itu merupakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif, 
dianggap telah melakukan penistaan agama (Audah, 2018). Peristiwa ini terjadi 
karena pelaku terinspirasi oleh ideologi Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic 
State of Iraq and Syria/ISIL/ISIS). Pada lingkup regional, tindakan intoleransi 
sering dipicu oleh perbedaan keyakinan di masyarakat. Salah satu contoh kasus 
yang terjadi adalah penolakan terhadap pembangunan hingga perusakan rumah 
ibadah di tengah masyarakat, seperti peristiwa di Aceh pada tahun 2015 (Nusyyur, 
2017) dan di Cilegon pada tahun 2021 (Riansyah, 2021). Di Kota Depok sendiri, 
ada kasus penyegelan Gereja GBI di daerah Cinere (HalloID, 2023) serta kasus 
diskriminasi terhadap siswa-siswi minoritas (Rohani Kristen) yang tidak memiliki 
ruang untuk beribadah (Kumparan, 2022). 

Berdasarkan temuan Wahid Foundation pada periode 2019 hingga 2022, 
Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk 
wilayah dengan jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama tertinggi di 
Indonesia. Tren ini tampaknya masih berlanjut hingga 2023. Data terbaru dari 
SETARA Institute yang dirilis pada Juni 2024 menunjukkan bahwa Jawa Barat 
tetap menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan tingkat pelanggaran 
kebebasan beragama (KBB) tertinggi. Temuan ini juga diamati oleh Wahid 
Foundation dan sejumlah pengamat kebebasan beragama lainnya. 

Kota Depok tercatat sebagai salah satu kota dengan tingkat intoleransi 
tertinggi di Indonesia (SETARA, 2023). Berbagai rekaman dan laporan peristiwa 
di berbagai media massa menggambarkan bahwa intoleransi merupakan salah satu 
masalah serius yang terjadi di Kota Depok. Salah satunya adalah berita mengenai 
keterbatasan fasilitas ibadah bagi siswa beragama Kristen di sekolah negeri, 
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sehingga mereka harus beribadah di koridor kelas (CNN Indonesia, 2022). Media 
yang sama kembali melaporkan peristiwa lain berupa diskriminasi dalam proses 
penerimaan siswa baru yang mempersulit kelompok minoritas. Selain dipicu oleh 
perbedaan keyakinan, masalah intoleransi di Kota Depok juga sering kali dipicu 
oleh perbedaan suku dan ras. Salah satu contohnya adalah tindakan rasis terhadap 
individu berkulit hitam yang kerap dikaitkan secara negatif dengan profesi sebagai 
debt collector. Laporan media mengenai keberadaan debt collector gadungan 
semakin memperkuat stereotip ini (IDN Times, 2023). Tindakan intoleransi dan 
diskriminasi juga sering menyebabkan bentrokan antarkelompok etnis hingga 
menimbulkan korban luka dan kerusakan fasilitas umum (TribunNews, 2023). 

Dalam konteks intoleransi di Kota Depok, keberadaan institusi yang inklusif 
sangat menentukan sejauh mana kelompok rentan dapat menjalankan hak-
haknya tanpa diskriminasi. Kohesi sosial merujuk pada kondisi masyarakat yang 
ditandai oleh rasa saling percaya, penghargaan terhadap keberagaman, serta 
keterlibatan dalam hubungan sosial yang harmonis. Intoleransi jelas menjadi 
ancaman serius bagi kohesi sosial karena dapat memicu segregasi, eksklusi, bahkan 
konflik antarkelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji 
bagaimana aktor-aktor politik, khususnya partai politik, merespons dan berperan 
dalam menangani persoalan intoleransi di tingkat lokal.  

Dalam hal ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir sebagai salah satu 
kekuatan politik yang secara terbuka mengusung nilai-nilai anti-intoleransi. 
Keberadaan PSI di Kota Depok menjadi penting untuk ditelaah karena partai ini 
membawa semangat baru dari generasi muda yang berkomitmen mendorong 
transformasi dalam praktik politik, terutama dalam isu keberagaman dan 
perlindungan kelompok minoritas. Dengan demikian, peran PSI dapat dipahami 
sebagai bagian dari upaya membangun institusi yang inklusif dan memperkuat 
kohesi sosial, yang keduanya merupakan prasyarat penting bagi terciptanya 
pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

PSI, yang didirikan pada 16 November 2014 di Jakarta oleh sekelompok 
aktivis muda, memiliki visi untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, 
kemanusiaan, dan toleransi. Di Kota Depok, PSI secara resmi berdiri pada tahun 
2017 dan sejak tahun 2018 telah terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Menurut 
hasil survei, sekitar 60% kader PSI berasal dari generasi muda yang menginginkan 
pemimpin berintegritas. Mengusung semboyan "anti-intoleransi", PSI 
berkomitmen menghapus praktik intoleransi di Indonesia.  

Di tengah berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi di Kota Depok, 
menarik untuk mengkaji peran PSI sebagai partai politik dengan visi progresif. 
Terutama, saat ini PSI sedang berupaya membangun institusi yang kuat dan 
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inklusif, sesuai dengan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) 16 
(Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16), yakni Peace (Perdamaian), Justice 
(Keadilan), dan Strong Institutions (Kelembagaan yang Tangguh). Tujuan ke-16 
ini hendak mewujudkan masyarakat yang inklusif dan damai, berdasarkan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan 
yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel 
(Badan Pusat Statistik, 2016). Sebagai wujud nyata dari komitmen di atas, PSI Kota 
Depok telah berupaya memperkuat toleransi melalui pelaksanaan berbagai 
program dan inisiatif, khususnya dalam tiga aspek utama, yakni advokasi hukum, 
sosial, dan edukasi. 

Isu intoleransi, pembangunan inklusif, dan SDG 16 sebenarnya sangat erat 
kaitannya. Intoleransi, yang muncul dalam bentuk diskriminasi terhadap 
kelompok minoritas agama, etnis, atau ideologi, dapat menjadi penghambat utama 
bagi terciptanya masyarakat yang inklusif. Ketika kelompok tertentu mengalami 
pelarangan beribadah, ujaran kebencian, atau pembatasan hak sipil dan politik, 
mereka akan terpinggirkan dari proses pembangunan. Hal ini berbanding terbalik 
dengan prinsip pembangunan inklusif yang menekankan pentingnya partisipasi 
dan akses yang setara terhadap sumber daya, layanan publik, dan proses 
pengambilan keputusan bagi semua kelompok, termasuk kelompok yang paling 
rentan. 

SDGs 16, yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai, 
adil, dan inklusif, serta menjamin akses terhadap keadilan dan keberadaan 
institusi yang efektif dan akuntabel, pada dasarnya menjadi kerangka global yang 
relevan untuk menjawab tantangan intoleransi. Intoleransi yang dibiarkan 
berkembang dapat melemahkan institusi demokrasi, mengikis kepercayaan 
publik, serta memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, intoleransi dapat 
dijembatani melalui pembangunan inklusif dalam kerangka SDG 16 melalui 
pendekatan kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, 
mendorong reformasi hukum, dan memperkuat peran institusi yang responsif 
terhadap keberagaman. Dengan cara ini, intoleransi tidak hanya dilihat sebagai 
pelanggaran etika atau hak, tetapi juga sebagai hambatan struktural terhadap 
pencapaian pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Penelitian ini akan berfokus pada pengkajian efektivitas peran PSI dalam 
melaksanakan misinya untuk memperkuat toleransi, membangun masyarakat 
yang inklusif, serta mencapai tujuan SDGs 16. Penelitian dilaksanakan dengan 
metode kualitatif evaluatif dengan melakukan identifikasi tantangan dan kendala 
yang dihadapi oleh PSI, sekaligus menelaah strategi dan langkah-langkah yang 
telah diambil untuk menghadapi berbagai kendala tersebut. Diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberikan rekomendasi langkah strategis yang perlu 
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diambil oleh PSI untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai partai politik 
dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Kota 
Depok. 

Penelitian ini mengkaji dinamika internal dan eksternal yang memengaruhi 
efektivitas PSI Kota Depok dalam memperjuangkan inklusivitas dan 
pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan SDGs 16. Studi ini 
memadukan perspektif dari teori partai politik, politik identitas dan pembangunan 
inklusif, serta menganalisis bagaimana berbagai referensi akademik memperkuat 
temuan empiris yang diperoleh dari lapangan. 

Secara teoritis, partai politik tidak hanya dipahami sebagai alat elektoral 
semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (Diamond, 2001). Dalam 
kerangka ini, PSI diidealkan sebagai partai yang memiliki tanggung jawab moral 
dan politik untuk mendorong toleransi dan pluralisme, terutama dalam konteks 
Kota Depok yang menghadapi tantangan tinggi terkait isu intoleransi. Efektivitas 
partai sangat tergantung pada kekuatan struktur internal, kohesi organisasi, dan 
kejelasan fungsi kelembagaan (Katz, 1995).  

Partai politik tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana untuk 
memperoleh kekuasaan, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan sosial 
(Sartori, 1976). Keberadaan partai bertujuan untuk menyuarakan aspirasi 
masyarakat serta memberikan jawaban atas persoalan-persoalan konkret yang 
dihadapi masyarakat. PSI sebagai partai anak muda harus mampu membawa 
perubahan bagi Kota Depok untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakteraturan dan konflik internal 
di tubuh PSI Depok menghambat proses pengambilan keputusan serta 
pelaksanaan agenda politik yang inklusif.  

Lebih lanjut, dinamika politik identitas menjadi tantangan serius yang 
memperburuk fragmentasi internal dan melemahkan daya tarik PSI di hadapan 
publik. Dominasi satu kelompok etnis dalam kepengurusan menciptakan 
eksklusivitas yang bertentangan dengan semangat pluralisme (Chandra, 2004) 
serta memperkuat praktik-praktik patronase dalam struktur partai (Mietzner, 
2018; Hadiz, 2020). Kondisi ini menjauhkan PSI dari prinsip meritokrasi dan 
representasi yang adil, yang sejatinya menjadi fondasi bagi partai progresif. 
Ketidakmampuan mengartikulasikan aspirasi kelompok yang terpinggirkan, 
terutama di luar momentum pemilu, turut memperlemah kepercayaan 
masyarakat terhadap komitmen PSI sebagai partai pembela inklusivitas 
(Bhayangkara, 2019).  

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama SDG 16 yang 
berfokus pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang inklusif, PSI telah 
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menunjukkan inisiatif melalui advokasi dan kampanye anti-intoleransi. Namun, 
implementasi inisiatif tersebut terhambat oleh berbagai kendala, baik struktural 
maupun kultural. Keberhasilan membangun lembaga yang inklusif dan efektif 
sangat bergantung pada kualitas tata kelola serta dukungan masyarakat 
(Fukuyama, 2018; Acemoglu, 2012). Dalam kasus PSI Depok, lemahnya 
koordinasi internal, keterbatasan sumber daya, serta tekanan dari kelompok 
mayoritas konservatif menunjukkan betapa sulitnya mengubah status quo dalam 
konteks lokal yang masih sangat dipengaruhi oleh politik identitas dan 
kepentingan patron-klien (Liddle, 2018; Scarrow, 2017). 

Pembangunan inklusif adalah bentuk pembangunan yang 
mengintegrasikan aspek pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan hasil 
pembangunan, dengan memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, 
termasuk kelompok miskin dan rentan, memperoleh akses dan manfaat 
pembangunan yang setara. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan 
sosial, kesetaraan kesempatan, dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan 
(Suryono, 2018). Tujuan utama pembangunan inklusif adalah menciptakan 
pertumbuhan yang adil, merata, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa tidak 
ada satu kelompok pun yang tertinggal dari manfaat pembangunan (leaving no 
one behind) (Bappenas, 2020). Hal ini menuntut pendekatan multidimensional 
yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan secara terpadu. 

Dalam rangka membangun partai politik yang inklusif dan progresif, 
terdapat lima elemen utama yang saling terhubung satu sama lain (Inglehart, 2017). 
Pertama, kepemimpinan yang progresif menjadi fondasi penting, di mana 
pimpinan partai secara aktif mengedepankan isu-isu keadilan sosial, penolakan 
terhadap intoleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman sebagai agenda 
utama. Kedua, proses rekrutmen kader dilakukan secara inklusif, memberikan 
kesempatan yang setara bagi individu dari beragam latar belakang, termasuk 
agama, etnis, gender, hingga penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam 
struktur organisasi partai. Ketiga, pengambilan keputusan dalam partai dijalankan 
melalui forum internal yang demokratis yang memberi ruang bagi partisipasi 
kader di tingkat akar rumput melalui proses musyawarah dan dialog terbuka. 

Selanjutnya, elemen keempat menekankan pentingnya pembentukan fraksi 
dan sayap partai yang responsif, seperti organisasi perempuan, pemuda, serta 
kelompok minoritas, yang memiliki peran strategis sebagai penggerak advokasi 
isu-isu keadilan dan inklusi sosial. Kelima, platform politik serta program-
program aksi yang diusung partai dirumuskan secara jelas dan terbuka, 
mencantumkan visi, misi, serta kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai 
pluralisme dan keadilan. Keseluruhan elemen ini saling melengkapi dan 
membentuk sistem internal yang mampu menghasilkan kebijakan serta tindakan 
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politik yang inklusif secara konsisten dan berkelanjutan.  

Dengan demikian, merujuk pada literatur, keterbukaan, keberagaman, serta 
struktur organisasi yang sehat merupakan syarat utama bagi partai politik untuk 
memainkan peran aktif dalam menciptakan masyarakat inklusif. PSI, meskipun 
memiliki platform ideologis yang selaras dengan nilai-nilai SDGs 16, masih 
menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut, baik secara 
internal maupun eksternal. Sintesis ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam 
membangun struktur internal yang kuat dan kepemimpinan yang adil akan 
menghambat kemampuan partai dalam menjalankan fungsi normatifnya, baik 
sebagai agen perubahan sosial maupun sebagai instrumen demokrasi substantif. 

METODE PENELITIAN 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
interpretatif yang menekankan pemahaman subjektif dan makna yang dibentuk 
dalam konteks sosial (Creswell, 2013). Paradigma interpretatif berakar pada 
hermeneutik dan fenomenologi, yang menganggap realitas sosial merupakan hasil 
interaksi sosial dan interpretasi individu (Schutz, 1967). Lebih jauh lagi, 
karakteristik utama paradigma interpretatif mencakup subjektivitas, konteks 
sosial-budaya, interaksi sosial, serta sifat prosesual yang memungkinkan 
perubahan makna seiring waktu (Geertz, 1973). Dalam konteks penelitian ini, 
pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami bagaimana interaksi antara 
PSI dan masyarakat membentuk makna toleransi serta tujuan pembangunan 
berkelanjutan. 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode evaluasi kualitatif. Studi 
kasus evaluatif untuk menganalisis dan mengevaluasi perspektif PSI terhadap 
perannya dalam mengatasi permasalahan intoleransi di Kota Depok serta 
perwujudan tujuan SDGs 16. Studi kasus digunakan untuk mendalami fenomena 
dalam situasi nyata melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen 
(Nur’aini, 2020). Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup program PSI 
dalam meningkatkan toleransi serta hambatan yang dihadapi selama 
implementasinya.  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 
mengambil narasumber dari berbagai latar belakang, profesi, dan karakteristik, 
serta didukung oleh observasi lapangan di wilayah dengan tingkat intoleransi 
yang tinggi. Pemilihan narasumber kunci dalam penelitian ini didasarkan pada 
peran strategis masing-masing dalam memahami dinamika politik lokal, kebijakan 
partai, serta realitas sosial terkait intoleransi di Kota Depok. Narasumber yang 
datang dari kalangan pengamat partai politik dipilih karena, selain bersifat 
independen, juga memiliki perspektif akademis dalam melihat efektivitas peran 
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PSI dalam menangani isu intoleransi. Perspektif ini dapat memberikan masukan 
tambahan dalam analisis objektif terkait strategi politik PSI, keberlanjutan 
kebijakan partai, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks politik lokal dan 
nasional. 

Sementara itu, pengurus serta mantan pengurus PSI juga dilibatkan sebagai 
narasumber kunci karena terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi 
kebijakan partai, serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang 
bertujuan mengatasi intoleransi dan mendukung SDG 16. Wawancara dengan 
narasumber dari kalangan pengurus PSI juga memberikan wawasan mengenai 
dinamika internal partai, tantangan kepengurusan, serta efektivitas strategi politik 
yang diterapkan. Warga Kota Depok dilibatkan sebagai narasumber untuk 
memberikan triangulasi data. 

Triangulasi merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk memeriksa dan meningkatkan validitas data dengan membandingkan serta 
mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber atau metode. Tujuan utama 
penerapan triangulasi adalah memastikan keabsahan suatu temuan dengan 
meminimalisasi bias yang mungkin muncul apabila data hanya bersumber dari 
satu pihak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 
metode. Triangulasi sumber yaitu membandingkan informasi dari berbagai 
narasumber seperti tokoh partai, pemuka agama, maupun warga. Triangulasi 
metode melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin, 1978). 

Dalam upaya menciptakan lingkungan inklusif, PSI Kota Depok masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti kuatnya intoleransi sosial dan budaya, 
lemahnya regulasi perlindungan hak minoritas, serta minimnya pendidikan 
toleransi. Hambatan lainnya mencakup rendahnya representasi politik kelompok 
minoritas dan resistensi dari kelompok mayoritas, termasuk tekanan dari ormas 
konservatif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang komprehensif dan 
kolaboratif untuk mewujudkan inklusi yang berkelanjutan. 

Tabel 1. Karakteristik Narasumber 

No. Kode Lokasi Profesi Waktu 

1. MMI1 Kota Jakarta Pengurus PSI Tingkat Atas 1  28 Agustus 2024 

2. MMI2 Kota Jakarta Pengurus PSI Tingkat Atas 2 20 September 2024 

3. MMI3 Kota Depok Pengurus PSI Tingkat Tengah 1 04 Oktober 2024 

4. MMI4 Kota Depok Pengurus PSI Tingkat Tengah 2 22 Oktober 2024 

5. MMI5 Kota Depok Pengurus PSI Tingkat Bawah 1 22 Oktober 2024 
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No. Kode Lokasi Profesi Waktu 

1. MMI1 Kota Jakarta Pengurus PSI Tingkat Atas 1  28 Agustus 2024 

6. MMI6 Kota Depok Ex Pengurus PSI Tingkat Bawah 1 22 Oktober 2024 

7. MMI7 Kota Depok Kader Partai Tingkat Bawah 1 21 Oktober 2024 

8. MMI8 Kota Depok Kader Partai Tingkat Bawah 2 21 Oktober 2024 

9. DCX1 SMA Negeri Warga 1 10 Agustus 2024 

10. DCX2 Kecamatan 
Cilodong Warga 2 15 Agustus 2024 

11. DCX3 Kecamatan 
Cilodong Warga 3 15 Agustus 2024 

12. DCX4 Kecamatan 
Sukmajaya Warga 4 20 Agustus 2024 

13. DCX5 Margonda Warga 5 20 Agustus 2024 

(Sumber: Data primer, 2024) 
Selain melakukan wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui 

observasi lapangan di wilayah dengan tingkat intoleransi yang tinggi. Observasi 
ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 
kondisi sosial di Kota Depok (lihat Suplemen 1). Selain itu, observasi lapangan juga 
akan membantu mengidentifikasi pola intoleransi yang terjadi. Teknik purposive 
sampling digunakan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan 
mendalam (Suliyanto, 2018).  

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif melalui tiga tahapan, 
yaitu: reduksi data; penyajian data; dan penarikan kesimpulan (Miles, 1992). Data 
yang sudah diperoleh selanjutnya diberi kode, dikelompokkan berdasarkan tema, 
serta divisualisasikan dalam matriks atau narasi deskriptif untuk mengidentifikasi 
pola dan hubungan. Verifikasi kesimpulan dilakukan melalui triangulasi data 
dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan 
validitas hasil penelitian (lihat Suplemen 1). 

HASIL PENELITIAN 

PSI berkomitmen membangun kepemimpinan politik yang berbasis 
ideologi, terorganisir, dan terstruktur untuk memperkuat persatuan nasional. 
Dalam perjuangannya, PSI mengedepankan nilai solidaritas nasional untuk 
melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi. Lebih jauh lagi, PSI berupaya 
menghidupkan kembali semangat republikanisme, mempererat rasa kebangsaan 
yang terfragmentasi, menanamkan kembali nilai-nilai idealisme, memperkokoh 
keberagaman, serta membangun kembali semangat gotong royong sebagai fondasi 
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sosial (Sari, 2020). Pada tingkat global, PSI bertekad meningkatkan martabat 
Indonesia dalam percaturan dunia, dengan tetap berpegang pada prinsip politik 
luar negeri yang bebas dan aktif, selaras dengan dinamika geopolitik internasional 
yang terus berkembang. 

Identitas PSI tercermin dalam tiga nilai utama yang menjadi DNA partai, 
yaitu kebajikan yang diwujudkan dalam sikap antikorupsi; keragaman sebagai 
bentuk perlawanan terhadap intoleransi; serta solidaritas sebagai perekat sosial 
dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, PSI juga mengusung Trilogi Identitas 
yang mencakup: menebarkan kebajikan sebagai wujud komitmen terhadap 
integritas politik; menjaga keberagaman untuk memperkuat toleransi dalam 
kehidupan sosial; serta memperkuat solidaritas guna membangun masyarakat 
yang inklusif dan adil (SindoNews, 2023). 

Lebih jauh lagi, PSI juga berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai 
demokrasi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan 
tujuan SDGs 16, yaitu Peace (perdamaian), Justice (keadilan), dan Strong 
Institutions (institusi yang kuat). Jika dijabarkan lebih jauh lagi, tujuan SDGs 16 
adalah menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif, menjamin akses 
terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, 
dan transparan. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan-tujuan di atas, PSI 
berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung demokrasi, 
hak asasi manusia, dan supremasi hukum, termasuk menolak segala bentuk 
korupsi, diskriminasi, dan intoleransi yang menghambat pembangunan inklusif. 

Melalui berbagai kebijakan serta advokasi yang dijalankan, PSI berusaha 
mendorong reformasi di berbagai sektor agar institusi pemerintah menjadi lebih 
transparan dan akuntabel. Selain itu, PSI juga berkomitmen untuk memperkuat 
perlindungan hukum bagi kelompok rentan, serta memastikan keterlibatan 
masyarakat dalam proses demokrasi, termasuk dalam pengambilan kebijakan 
publik. Dengan demikian, PSI tidak hanya berperan dalam politik elektoral, tetapi 
juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mendukung pencapaian SDG 
16, guna menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif.  

Peran PSI dalam SDGs 16: Aspek Hukum, Sosial, dan Edukasi 
PSI, dengan berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam identitas 

partai, terus berupaya menjalankan misinya dalam membangun politik yang lebih 
bersih, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, PSI 
juga berkomitmen untuk mengambil peran penting dalam mendukung 
pencapaian tujuan SDGs 16. Upaya PSI untuk mewujudkan tujuan tersebut 
terlihat dari kontribusi partai melalui tiga aspek utama, yakni hukum, sosial, dan 
edukasi.  
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Partai politik yang efektif dalam sistem demokratis harus berfungsi sebagai 
penjaga keadilan sosial dengan mengadvokasi kebijakan yang melindungi 
kelompok minoritas serta memastikan supremasi hukum (Norris, 2017). Pada 
aspek hukum, PSI berperan dalam mendorong terbentuknya regulasi yang lebih 
inklusif dan adil bagi semua warga negara. Salah satu upaya yang dilakukan PSI 
adalah menyediakan bantuan hukum dan advokasi bagi individu atau kelompok 
yang menjadi korban tindakan diskriminasi berbasis agama dan keyakinan. 
Advokasi hukum adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk memperjuangkan 
hak-hak kelompok marjinal, terutama oleh partai politik dengan agenda progresif 
(Alfirdaus, 2023). Melalui jejaring dengan lembaga bantuan hukum dan kerja sama 
dengan organisasi masyarakat sipil, PSI berupaya memberikan perlindungan bagi 
kelompok minoritas yang sering mengalami persekusi. 

Selanjutnya, dalam aspek sosial, PSI meyakini bahwa keberagaman dapat 
memperkuat solidaritas sosial apabila diiringi upaya partai politik dalam 
membangun jembatan komunikasi dan interaksi antarkelompok yang berbeda 
(Putnam, 2007). Oleh karena itu, PSI telah berperan aktif dalam membangun 
kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi dan persatuan di tengah 
masyarakat yang beragam. Salah satu langkah konkret yang dilakukan PSI adalah 
memastikan bahwa pengurus dan kader partai menjunjung tinggi nilai-nilai 
inklusivitas, toleransi, dan keadilan sosial, dengan menerapkan peraturan internal 
yang ketat. Aturan ini mencakup pemberian sanksi kepada anggota yang terbukti 
melakukan ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif. Sejatinya, strategi 
internal yang diterapkan, seperti mekanisme seleksi kader berbasis meritokrasi 
dan pembinaan berkelanjutan, merupakan langkah positif dalam membangun 
budaya politik yang lebih demokratis (Bhayangkara, 2019).  

Sementara itu, pada aspek edukasi, PSI melihat bahwa pendidikan politik 
yang berorientasi pada partisipasi publik dapat berkontribusi terhadap 
peningkatan kualitas demokrasi, dengan mendorong keterlibatan aktif warga 
negara dalam proses politik dan kebijakan publik (Dalton, 2013). Oleh karena itu, 
PSI berupaya membangun kapasitas politik masyarakat melalui berbagai program 
pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan 
akuntabilitas.  

Aspek Hukum 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, PSI telah 
menunjukkan peran nyata dalam membantu masyarakat yang membutuhkan 
bantuan hukum, terutama dalam menghadapi kasus diskriminasi dan intoleransi 
di Kota Depok. Salah satu contohnya adalah saat PSI melakukan upaya advokasi 
dan pendampingan kepada sebuah rumah ibadah yang mengalami kesulitan dalam 
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memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Seorang narasumber mengatakan, 
“Gereja kami belum memiliki SHM dan selama ini status gereja kami masih HGB. 
Kami takut sewaktu-waktu gereja kami akan ditutup oleh pemerintah, sehingga 
PSI secara sukarela membantu kami agar bisa mendapatkan SHM, walaupun 
sampai sekarang SHM tersebut belum didapatkan karena prosesnya cukup lama.” 

Kasus ini menunjukkan bahwa PSI dapat berfungsi sebagai perantara antara 
masyarakat dan pemerintah untuk memastikan hak-hak keagamaan terjamin 
sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hukum yang berlaku. Selain itu, 
PSI juga telah berupaya memfasilitasi kelompok masyarakat yang sering 
mengalami diskriminasi. Namun, secara nyata upaya ini belum sepenuhnya 
berjalan dengan baik. Sebagai contoh, masyarakat pendatang dari wilayah Timur 
Indonesia masih kerap mengalami berbagai bentuk diskriminasi serta mendapat 
stigma negatif sebagai pembawa onar atau keributan. Tindakan diskriminasi serta 
stigma negatif ini menciptakan berbagai hambatan, baik sosial kemasyarakatan 
maupun struktural, yang kemudian memperburuk kondisi intoleransi di kota 
tersebut. 

Sementara itu, jika melihat beberapa daerah lain, berbagai program dan 
inisiatif PSI dalam bidang advokasi hukum telah berjalan cukup efektif. Seperti di 
Provinsi DKI Jakarta, PSI telah menunjukkan komitmennya dalam 
memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan melalui berbagai 
inisiatif di tingkat pusat dan daerah. Dalam Pemilu 2019, PSI berhasil memperoleh 
8 kursi DPRD DKI Jakarta, yang memungkinkan mereka memiliki pengaruh 
legislatif yang cukup signifikan dalam pembentukan kebijakan daerah. Salah satu 
pencapaian penting adalah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 
2022 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Penghormatan, 
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini bertujuan 
untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas serta 
memastikan mereka dapat hidup mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif. 
Program ini juga mendapat dukungan alokasi dari APBD DKI melalui Dinas Sosial 
dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dengan anggaran mencapai Rp 128 miliar pada 
2023 untuk program pemberdayaan disabilitas dan fasilitas aksesibilitas publik. 

Di daerah lainnya, PSI Kota Medan juga menunjukkan kinerja nyata, 
khususnya melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI Medan, yang telah aktif 
memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Dalam Pemilu 
2019, PSI memperoleh 1 kursi DPRD Kota Medan, meskipun pada Pemilu 2024 
tidak kembali memperoleh kursi legislatif. Salah satu kasus yang menonjol adalah 
pendampingan terhadap Meliana, seorang ibu beragama Buddha yang 
menghadapi permasalahan hukum akibat tuduhan penistaan agama pada 2016. 
Perwakilan PSI mengunjungi Meliana di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung 
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Gusta, Sumatera Utara, tidak hanya untuk memberikan dukungan moral, tetapi 
juga bantuan hukum serta memastikan hak-haknya terpenuhi secara adil sesuai 
prinsip keadilan konstitusional. Selain itu, LBH PSI Medan menyediakan layanan 
konsultasi hukum gratis yang ditujukan bagi masyarakat dengan keterbatasan 
finansial dalam mengakses jasa pengacara. Hingga 2023, layanan ini telah 
menangani lebih dari 50 kasus hukum per tahun, meskipun dijalankan tanpa 
dukungan dana pemerintah daerah, melainkan berbasis donasi internal partai dan 
relawan hukum. 

Peran partai politik dalam memberikan advokasi hukum bagi kelompok 
yang rentan terhadap diskriminasi sejalan dengan konsep politik inklusif, di mana 
partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat elektoral tetapi juga sebagai 
instrumen untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan (Dahl, 1998). 
Jika dilihat dari PSI Kota Jakarta, keterwakilan partai di lembaga legislatif tingkat 
provinsi dapat berpengaruh terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan. 
Hal tersebut juga mencerminkan bahwa PSI di Jakarta memiliki kekuatan politik 
yang cukup signifikan di lembaga legislatif. Demikian pula yang terjadi di Kota 
Medan, melalui sumber daya yang kompeten, LBH PSI dapat memberikan 
bantuan dan advokasi hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Dalam konteks PSI di Kota Depok, baik kekuatan politik di lembaga 
legislatif maupun efektivitas advokasi hukum masih belum terlihat. Dominasi 
partai politik tertentu dalam dinamika demokrasi lokal menyebabkan anggota PSI 
yang duduk di lembaga legislatif belum mampu menunjukkan upaya nyata untuk 
mendorong perubahan kebijakan serta perbaikan kondisi masyarakat. Selain itu, 
sumber daya yang dimiliki PSI Kota Depok belum mencukupi untuk melakukan 
upaya advokasi hukum secara optimal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan, baik 
secara internal partai maupun dalam strategi advokasi dan kerja sama dengan 
berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan prinsip-prinsip keadilan, 
inklusivitas, dan toleransi dapat benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan 
praktik di tingkat lokal.  

Aspek Sosial 
Peran penting PSI dalam pembangunan masyarakat yang inklusif serta 

memperkuat harmoni antarumat beragama dapat terlihat dari salah satu program 
yang telah dijalankan, yakni Safari Keagamaan. Program ini bertujuan untuk 
menyatukan perspektif para pemuka agama dalam membangun kesejahteraan di 
tengah masyarakat yang masih menghadapi tingkat intoleransi yang tinggi. 
Program Safari Keagamaan juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi 
antara berbagai kelompok keagamaan serta menciptakan ruang dialog yang 
kondusif dalam upaya membangun toleransi dan kohesi sosial. Program ini sempat 
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berjalan selama periode Pemilu 2024.  

 

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, program ini belum 
berjalan secara optimal. Komunikasi yang dibangun oleh PSI masih lebih 
mengarah pada organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul 
Ulama (NU), serta masyarakat Katolik, dan belum sepenuhnya menjangkau 
kelompok-kelompok keagamaan lainnya. Padahal, keberhasilan program ini 
sangat bergantung pada inklusivitas serta keterlibatan berbagai elemen 
masyarakat secara menyeluruh. Modal sosial yang kuat dalam suatu masyarakat 
dapat terbentuk melalui jaringan hubungan yang inklusif, di mana interaksi 
antarkelompok yang berbeda berkontribusi terhadap pembentukan rasa saling 
percaya dan solidaritas (Putnam, 2017). 

Lebih jauh lagi, berdasarkan hasil observasi lapangan serta wawancara 
dengan narasumber, PSI Kota Depok sudah terlibat secara aktif dalam berbagai 
kegiatan sosial, seperti membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam 
mengakses layanan pendidikan dan hukum. Salah satu contoh nyata yang telah 
dilakukan adalah ketika kader PSI membantu seorang siswa yang ijazahnya 
ditahan oleh pihak sekolah karena belum melunasi tunggakan biaya pendidikan. 
Bantuan semacam ini menunjukkan bahwa PSI memiliki kepedulian terhadap isu-
isu sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun demikian, inisiatif 
kegiatan sosial semacam ini lebih banyak dilakukan oleh kader di tingkat 
kecamatan dibandingkan dengan kader di tingkat kota.  

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam struktur organisasi 
partai, di mana inisiatif dan aksi nyata lebih banyak muncul dari kader di lapangan 
dibandingkan pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi. Padahal, efektivitas 
partai politik dalam menjalankan fungsi sosialnya sangat bergantung pada sejauh 
mana partai tersebut mampu membangun struktur yang solid serta memiliki 
koordinasi yang baik antara tingkat pusat dan daerah (Noor, 2005). 

Aspek Edukasi 
Partai politik dengan agenda progresif sering mengalami resistensi dari 

kelompok konservatif dan aktor politik dengan kepentingan yang berbeda. Di 
Kota Depok, PSI menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang memiliki 
pandangan lebih konservatif terhadap isu keberagaman. Ini menyebabkan strategi 
komunikasi politik PSI tidak selalu efektif dalam menarik basis dukungan yang 
lebih luas. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan dalam melakukan upaya 
edukasi politik yang lebih intensif di tingkat akar rumput untuk menjelaskan 
posisi dan kebijakan PSI secara lebih komprehensif kepada masyarakat.  
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Lebih jauh lagi, PSI perlu menerapkan strategi komunikasi yang mampu 
memperkuat personal branding dan brand awareness agar dapat menjangkau 
kelompok masyarakat yang lebih luas sebagai basis dukungan. Keberhasilan partai 
politik dalam memperkuat personal branding dan brand awareness sangat 
bergantung pada konsistensi kepemimpinan, kualitas kader, serta efektivitas 
strategi komunikasi politik (Prasetyo, 2021). Brand awareness dalam politik 
memungkinkan partai lebih mudah diingat oleh pemilih, yang dapat 
memengaruhi keputusan mereka saat pemilu (Keller, 2013). Konsistensi dalam 
menyampaikan pesan politik sangat penting untuk membangun personal 
branding yang kuat (Scammell, 2015). Selain itu, literasi politik yang baik di 
kalangan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas branding politik suatu 
partai. Meskipun PSI memiliki brand awareness yang cukup tinggi, terutama di 
kalangan generasi muda, tantangan terbesar yang dihadapi adalah menjaga 
konsistensi dalam mempertahankan citra yang telah dibangun. 

Baik brand awareness maupun personal branding memiliki peran penting 
dalam strategi komunikasi politik, terutama bagi partai yang masih relatif baru 
seperti PSI. Hal ini berkaitan dengan salah satu strategi utama PSI, yakni 
pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan sosial, yang tidak hanya 
berorientasi pada elektoral tetapi juga bertujuan menciptakan perubahan sosial 
yang lebih luas (Alfirdaus, 2023). Strategi ini secara langsung berkontribusi pada 
personal branding PSI sebagai partai yang peduli terhadap isu-isu toleransi, 
antikorupsi, dan hak-hak kelompok minoritas. 

Sebagai bagian dari strategi membangun identitas politiknya, PSI 
menggunakan media sosial sebagai alat utama untuk meningkatkan brand 
awareness dan memperkuat personal branding sebagai partai yang progresif dan 
inklusif. Jika dilihat dalam konteks edukasi politik, penggunaan media sosial oleh 
PSI tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye elektoral, tetapi juga sebagai 
sarana pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. 
Melalui publikasi berbagai konten di media sosial seperti infografis, video 
edukatif, dan diskusi daring, PSI berupaya memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai hak-hak sipil, demokrasi, dan pentingnya partisipasi politik. 
Dengan kata lain, komunikasi politik tidak hanya memperkuat brand awareness 
partai, tetapi juga meningkatkan literasi politik pemilih (Newman, 2016), 
sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya 
demokrasi dan nilai-nilai inklusivitas.  

Selanjutnya, sebagai upaya edukasi serta peningkatan kapasitas politik bagi 
kadernya, PSI telah menerapkan regulasi internal yang lebih ketat. Regulasi ini 
diterapkan untuk memastikan bahwa baik pengurus maupun kader partai 
mematuhi prinsip-prinsip inklusivitas, keadilan, dan toleransi dalam menjalankan 
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perannya sebagai aktor politik. Dalam konteks ini, edukasi politik juga diperlukan 
secara internal dalam partai untuk membangun kesadaran kolektif mengenai visi 
dan misi partai agar tercipta keselarasan dalam strategi politik. Upaya ini juga 
merupakan strategi personal branding partai untuk menjaga kesan bahwa baik 
pengurus maupun kader partai konsisten dengan nilai-nilai yang diusungnya.  

Tantangan dan Kendala 

Partai politik progresif di Indonesia sering kali menghadapi tantangan 
dalam menjaga kesolidan internal karena adanya perbedaan kepentingan di antara 
pengurus dan kadernya (Mietzner, 2018). PSI Kota Depok, sebagai partai dengan 
visi progresif, juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam 
menjalankan visi dan misinya, terutama dalam menghadapi isu intoleransi. 
Berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi berasal dari dalam partai (internal) 
maupun dari luar partai (eksternal).  

Terungkap dari hasil wawancara dengan beberapa anggota dan mantan 
anggota PSI bahwa dinamika kepengurusan partai belum sepenuhnya 
merefleksikan prinsip-prinsip keadilan dan toleransi. Adanya fragmentasi 
kepentingan dalam kepengurusan menyebabkan kurangnya kesatuan visi dalam 
menjalankan strategi politiknya. Selain itu, dinamika politik lokal dan munculnya 
resistensi dari kelompok masyarakat tertentu turut menjadi tantangan yang 
dihadapi oleh PSI dalam memperjuangkan agenda sosial dan toleransi di Kota 
Depok.  

Transparansi dan Akuntabilitas  
Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam tata 

kelola partai politik. Kedua elemen ini sangat penting untuk menjaga integritas 
partai politik serta membangun kepercayaan publik. Tanpa adanya transparansi 
dan akuntabilitas, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan 
keuangan, partai politik cenderung akan menghadapi perpecahan internal yang 
berdampak pada efektivitas kerja organisasi (Scarrow, 2005). Tanpa menerapkan 
mekanisme transparansi, partai politik juga akan mengalami kesulitan dalam 
membangun kepercayaan publik dan mendapatkan legitimasi politik (Putra, 
2020). Demikian pula, tanpa adanya akuntabilitas dalam pengelolaan partai 
politik, dapat berkontribusi pada rendahnya efektivitas kebijakan partai dalam 
merespons permasalahan sosial, termasuk intoleransi. Akuntabilitas yang lemah 
juga dapat memperbesar jarak antara elit partai dan basis pendukung, yang 
berdampak pada berkurangnya efektivitas komunikasi politik dalam penyampaian 
visi dan misi partai kepada masyarakat (Maharani, 2021). 

Salah satu tantangan utama yang dihadapi PSI Kota Depok adalah 
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, 
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terutama dalam pengelolaan dana yang diterima dari Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) melalui program Dana Bantuan Keuangan Partai Politik. 
Padahal, pengelolaan keuangan partai secara transparan sangat penting untuk 
menjaga kredibilitas partai (Scarrow, 2005). Tanpa adanya transparansi, justru 
dapat mengikis legitimasi partai dan memicu konflik internal (Hopkin, 2004), 
serta dapat menurunkan kepercayaan kader terhadap partai. 

Seorang narasumber mengungkapkan, “Sejak masuk ke PSI, tidak pernah 
jelas anggaran dana yang diterima dari Kesbangpol, dan apalagi PSI tidak memiliki 
program rutin, sehingga ini menjadi pertanyaan besar terhadap dana Kesbangpol 
yang ada.” Lebih jauh lagi diungkapkan, “Terkait adanya bukti mengenai 
penyalahgunaan dana Kesbangpol oleh pengurus DPD, menjadi bukti bahwa PSI 
berada jauh dari tujuan awal terbentuknya, yaitu anti-intoleransi.” Narasumber 
lainnya mengungkapkan, “Sampai saat ini permasalahan mengenai Kesbangpol 
masih belum terselesaikan sehingga membuat kami para anggota masih tentatif 
apakah isu ini benar atau tidak. Padahal PSI Kota Depok sudah mengganti 
kepengurusan, tetapi tidak ada penyelesaian untuk isu ini, dan ini bisa menjadi 
salah satu bukti pencemaran nama baik jika ternyata isu ini tidak benar.” 

Walaupun kebenarannya belum terungkap karena terjadi persaingan dan 
konflik antarpengurus, kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu 
untuk menjatuhkan citra dan nama baik pengurus, yang kemudian berdampak 
pada hilangnya kepercayaan masyarakat, terutama para kader. Selain itu, masih 
terdapat kekhawatiran mengenai keterbukaan dalam proses pengambilan 
keputusan dan manajemen internal partai. Hasil wawancara dengan sejumlah 
kader dan mantan anggota PSI menyatakan bahwa partai belum sepenuhnya 
menerapkan mekanisme transparansi yang memungkinkan keterlibatan anggota 
dalam penyusunan kebijakan dan strategi politik. Berbagai konflik di internal 
partai menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam kepengurusan PSI Kota Depok 
yang berujung pada munculnya dualisme di tubuh kepengurusan tingkat daerah.  

Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya 
perbaikan secara internal di PSI dari segi transparansi dan akuntabilitas, agar dapat 
dengan optimal menjalankan tugas dan perannya sebagai partai politik.  

Kurangnya Efektivitas 

Berbagai kendala internal dalam tubuh kepengurusan yang dihadapi oleh 
PSI Kota Depok berdampak pada lemahnya koordinasi antarpengurus dalam 
proses pengambilan keputusan serta penurunan efektivitas perannya sebagai 
sebuah partai politik. Hal ini sejalan dengan teori organisasi politik yang 
menyatakan bahwa struktur partai yang tidak solid akan menurunkan efisiensi 
(Michels, 1911). 
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Melalui hasil wawancara, terungkap bahwa adanya ketimpangan dalam 
struktur kepemimpinan partai menjadi salah satu faktor utama yang 
menyebabkan lemahnya koordinasi dan rendahnya efektivitas kerja partai. 
Seorang narasumber yang juga anggota partai berinisial R mengemukakan, 
“Internal partai lebih mendahulukan 1 marga atau suku untuk menjadi Ketua, 
Sekretaris, dan Bendahara (KSB).” Dominasi satu suku dalam kepemimpinan 
partai menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam keterlibatan anggota, 
yang menimbulkan ketidaknyamanan dan perasaan tidak adil bagi anggota 
lainnya. Akibatnya, kerja partai menjadi tidak efektif, seperti diungkapkan oleh 
narasumber, “Dalam kepengurusan internal PSI tidak ada kekompakan, sehingga 
menimbulkan kinerja yang kurang efektif.” Kurangnya komunikasi dan rasa 
kekeluargaan antara pengurus dan anggota juga menyebabkan rendahnya 
partisipasi serta keterlibatan anggota dalam program partai. 

Konflik juga terjadi antara pengurus di tingkat daerah (Dewan Pimpinan 
Daerah (DPD)) dan pengurus di tingkat kecamatan (Dewan Pimpinan Cabang 
(DPC)). Hal ini berdampak pada kurangnya koordinasi dan kerja sama dalam 
menjalankan program partai. Dalam wawancara, seorang narasumber 
mengungkapkan, “Selama PSI berdiri di Kota Depok, belum ada program yang 
jelas dengan arah yang sesuai dengan visi misi yang dimiliki dan hanya muncul 
ketika menjelang Pemilu.”Masalah yang terjadi dalam hal komunikasi dan 
koordinasi tersebut mengakibatkan sosialisasi dan promosi program partai 
menjadi tidak optimal. Pada akhirnya, masyarakat tidak mengetahui serta tidak 
merasakan secara langsung kinerja PSI. Meskipun PSI memiliki komunikasi 
pemasaran politik yang efektif, sosialisasi dan promosi program partai masih perlu 
ditingkatkan (Bhayangkara, 2019). 

Konflik internal yang terjadi juga menunjukkan berbagai kelemahan dalam 
hal manajemen kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Beberapa kader partai 
mengungkapkan bahwa proses kaderisasi dan distribusi peran dalam partai masih 
belum berjalan secara adil, sehingga hanya kelompok tertentu yang mendapatkan 
akses terhadap jabatan strategis. Hal ini berpotensi menyebabkan kaderisasi yang 
bersifat elit, di mana hanya individu tertentu yang mendapatkan kesempatan 
untuk berkembang dalam struktur partai. Kegagalan partai dalam membangun 
sistem kaderisasi yang inklusif akan menyebabkan tingkat loyalitas yang rendah 
dari anggotanya (Siregar, 2022). 

Lebih jauh lagi, ketidakadilan dalam sistem kaderisasi dapat menghambat 
pertumbuhan partai sebagai organisasi politik yang berbasis pada nilai-nilai 
demokrasi dan inklusivitas. Demikian pula, ketidakadilan dalam distribusi peran 
politik di tingkat partai lokal dapat menyebabkan rendahnya partisipasi kader 
dalam program sosial dan politik, serta berdampak pula pada efektivitas partai 
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dalam menjalankan agenda politiknya (Lestari, 2023). 

 

Tanpa adanya keterlibatan yang merata, upaya PSI dalam mengatasi 
intoleransi dan memperkuat toleransi di Kota Depok menjadi tidak optimal. PSI 
Kota Depok perlu segera menyelesaikan berbagai konflik internal yang terjadi 
agar kepengurusan partai dapat berjalan dengan efektif. Pada konteks ini, 
pengurus harus memperkuat soliditas hubungan antaranggota hingga terjalin rasa 
kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga masing-masing anggota pengurus 
hingga kader partai merasa nyaman dalam berpartisipasi dalam kegiatan partai. 

Sumber Daya yang Terbatas 

Tantangan lain yang dihadapi oleh PSI di Kota Depok adalah keterbatasan 
sumber daya, baik dalam aspek finansial maupun dalam aspek sumber daya 
manusia. Sumber daya yang terbatas juga mencakup minimnya kader PSI yang 
menduduki posisi strategis, baik di lembaga legislatif maupun di pemerintahan 
daerah. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam 
upaya mendorong pembentukan serta implementasi kebijakan inklusif yang 
mereka perjuangkan. Padahal, keberhasilan partai dalam memengaruhi kebijakan 
publik sangat bergantung pada jumlah perwakilan mereka di lembaga legislatif 
dan eksekutif (Prasetyo, 2021).  

PSI Kota Depok juga belum memiliki infrastruktur advokasi yang cukup 
kuat di tingkat lokal. Kendala ini menyebabkan upaya penanganan kasus-kasus 
intoleransi belum berjalan secara sistematis. Sebagai upaya untuk membangun 
infrastruktur advokasi yang efektif, PSI perlu melibatkan berbagai pihak, 
termasuk akademisi, lembaga bantuan hukum, dan media independen yang dapat 
memberikan tekanan politik terhadap kebijakan diskriminatif (Setiawan, 2020). 

Meski demikian, berbagai tantangan dan kendala di atas tidak serta-merta 
menutup peluang PSI untuk memperbaiki dan memperkuat perannya di Kota 
Depok. Oleh sebab itu, PSI perlu melakukan evaluasi internal secara menyeluruh, 
baik terhadap struktur kepengurusan partai, sistem pengelolaan keuangan, 
peningkatan kapasitas serta kompetensi anggota dalam bidang manajemen 
organisasi. Selain itu, PSI Kota Depok harus melakukan penguatan strategi 
komunikasi dan advokasi agar dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya 
sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkannya. 

PEMBAHASAN 

Peran Partai Politik 

Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan elektoral, tetapi juga 
memiliki peran sebagai agen sosial yang mendorong perubahan dan pembangunan 
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masyarakat (Diamond, 2001). Dalam konteks ini, PSI memiliki peran penting 
dalam memperjuangkan kepentingan kelompok masyarakat yang  masih 
mengalami diskriminasi. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan kendala, 
PSI Kota Depok telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan 
inklusivitas dengan menjalankan program dan inisiatif yang meliputi tiga aspek, 
yakni advokasi hukum, sosial, serta edukasi.  

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh PSI Kota Depok adalah 
kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai. 
Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana menimbulkan pertanyaan besar di 
kalangan anggota dan kader PSI, yang kemudian menyebabkan rendahnya 
kepercayaan dan partisipasi anggota dalam partai. Lebih jauh lagi, kurangnya 
transparansi juga memunculkan potensi penyalahgunaan dana serta 
memperburuk konflik internal yang terjadi dalam tubuh PSI Kota Depok.  

Berbagai tantangan yang terjadi di dalam tubuh partai menyebabkan 
kepengurusan PSI Kota Depok menjadi tidak solid dan tidak kompak. Struktur 
partai yang tidak solid akan mengurangi efisiensi dalam pengambilan keputusan 
dan implementasi kebijakan (Katz, 1995). Selain menghambat koordinasi dan 
menurunkan kinerja partai, ketidaksolidan yang terjadi juga berimplikasi pada 
lemahnya struktur organisasi yang seharusnya menjadi dasar bagi keberlanjutan 
dan efektivitas partai dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi yang 
demokratis. Pada akhirnya, berbagai konflik di dalam kepengurusan yang 
menyebabkan kerja partai menjadi tidak efektif akan menghambat kemampuan 
PSI dalam memperjuangkan terwujudnya visi perjuangan partai untuk 
membentuk masyarakat inklusif serta tujuan SDGs 16. 

Politik Identitas 

Tantangan internal lain yang dihadapi PSI Kota Depok adalah terjadinya 
dominasi satu kelompok etnis dalam kepemimpinan di tubuh partai. Dominasi ini 
kemudian menyebabkan terjadinya diskriminasi serta menimbulkan 
ketidaknyamanan bagi anggota lain yang berasal dari kelompok etnis berbeda. 
Fenomena ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan meritokrasi yang 
seharusnya dijunjung oleh partai politik progresif.  

Dalam konteks politik identitas, dominasi kelompok tertentu dalam 
kepemimpinan partai dapat menciptakan fragmentasi internal dan melemahkan 
solidaritas antaranggota. Politik identitas juga sering digunakan sebagai alat untuk 
mempertahankan kekuasaan dalam struktur organisasi politik, yang pada 
akhirnya menyebabkan ketimpangan dalam distribusi peran dan representasi 
politik (Mietzner, 2018). Padahal, representasi yang adil dalam struktur 
kepemimpinan partai sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan 
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keberagaman (Chandra, 2004).  

 

Hasil penelitian ini juga mengungkap bahwa PSI Kota Depok belum 
memiliki program yang berkelanjutan dan cenderung lebih aktif menjelang 
pemilihan umum (pemilu). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan lemahnya 
strategi partai dalam membangun basis dukungan yang solid. Partai politik yang 
tidak memiliki program kerja yang jelas akan mengalami kesulitan dalam menarik 
dukungan publik dan membangun loyalitas kader (Bhayangkara, 2019). Dalam 
perspektif politik identitas, kegagalan partai dalam mengartikulasikan aspirasi 
kelompok yang mereka wakili akan memperburuk fragmentasi internal dan 
mengurangi daya tarik partai di kalangan masyarakat (Hadiz, 2020). 

Terjadinya perpecahan antara kubu-kubu dalam kepengurusan 
mencerminkan adanya perbedaan kepentingan politik yang berakar pada identitas 
sosial tertentu. Ketidakharmonisan yang terjadi menciptakan kesenjangan antara 
visi partai yang progresif dan praktik internal yang masih terjebak dalam politik 
kelompok tertentu. Akibatnya, konflik internal semakin meningkat, terutama 
antara pengurus inti dan pengurus di tingkat kecamatan, yang berdampak pada 
lemahnya koordinasi serta berkurangnya efektivitas kerja partai. 

Politik identitas sering kali memperkuat eksklusivitas dalam organisasi, 
yang dapat memperlemah kohesi internal partai. Dalam hal ini, PSI Kota Depok 
perlu melakukan reformasi internal untuk menciptakan kepemimpinan yang 
lebih inklusif dan transparan, guna memperkuat solidaritas dan efektivitas partai 
dalam menjalankan misinya.  

Pembangunan Berkelanjutan 16 

PSI berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil 
sesuai dengan tujuan SDGs 16. PSI mengusung prinsip keterbukaan dalam 
menyuarakan kebijakan anti-intoleransi melalui berbagai saluran, seperti media 
sosial, kampanye publik, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. 
Melalui strategi ini, PSI berupaya membangun kesadaran publik akan pentingnya 
toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat (Fukuyama, 2018). 

Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh PSI adalah advokasi terhadap 
hak-hak kelompok minoritas, termasuk umat Kristen yang mengalami kesulitan 
dalam memperoleh tempat ibadah di Kota Depok. Namun, implementasi SDGs 16 
oleh PSI di Depok tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara eksternal, PSI 
menghadapi resistensi dari kelompok mayoritas konservatif serta minimnya 
dukungan dari pemerintah daerah. Jika merujuk kepada konteks politik lokal, 
dominasi kelompok yang cenderung mempertahankan status quo sering kali 
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menjadi hambatan bagi partai yang mengusung nilai-nilai pluralisme dan 
inklusivitas (Mietzner, 2020).  

 

Selain itu, secara internal, PSI juga mengalami kendala dalam hal koordinasi 
antarkader, keterbatasan sumber daya, serta fragmentasi dalam kepemimpinan 
partai di tingkat daerah. Struktur organisasi yang masih berkembang menjadi 
salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas PSI dalam menjalankan agenda 
politiknya. Di sisi lain, PSI juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan suara 
signifikan di Kota Depok karena masih dianggap sebagai partai baru dengan basis 
dukungan yang terbatas. 

Konflik yang terjadi di tubuh kepengurusan PSI di Kota Depok juga 
menambah kompleksitas masalah ini, terutama pada aspek koordinasi dan strategi 
elektoral. Fragmentasi internal dalam kepengurusan PSI menunjukkan tantangan 
dalam membangun struktur organisasi yang kohesif dan efektif di tingkat daerah. 
Kesenjangan yang terjadi antara pengurus pusat dan daerah dalam menjalankan 
agenda partai dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan sering kali tidak berjalan 
optimal (Scarrow, S. E., 2017). Perbedaan pandangan antarkader partai mengenai 
strategi kampanye dan pendekatan terhadap isu intoleransi juga menjadi faktor 
penghambat bagi PSI dalam menjalankan program-programnya. Kondisi ini 
mencerminkan tantangan umum yang dihadapi oleh partai-partai baru dalam 
sistem politik yang masih sangat dipengaruhi oleh patronase dan politik identitas 
(Hadiz, 2020). 

PSI secara aktif berusaha membangun institusi yang kuat dan inklusif, 
sesuai dengan indikator SDGs 16, yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan 
yang efektif. Upaya PSI dalam menangani intoleransi mencerminkan prinsip-
prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi 
publik. Tantangan struktural dan kultural di tingkat lokal menjadi hambatan yang 
perlu segera diatasi agar PSI dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya 
(Acemoglu, 2012). PSI juga tengah membangun identitas sebagai partai yang 
inklusif dan anti-intoleransi, namun di sisi lain, PSI juga menghadapi kesulitan 
dalam memperluas jangkauan elektoral di tengah dominasi politik identitas 
berbasis agama di Depok.  

Politik identitas masih menjadi faktor utama dalam preferensi pemilih di 
banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kota Depok. Hal ini menyebabkan partai 
dengan agenda pluralisme harus menghadapi tantangan ekstra dalam menarik 
dukungan pemilih (Liddle, 2018). Oleh karena itu, PSI perlu mengembangkan 
strategi yang lebih adaptif dan berbasis pada realitas politik lokal, agar dapat 
meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan SDG 16 serta memperkuat 
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posisinya dalam arena politik nasional. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

PSI telah memiliki komitmen untuk membangun kepemimpinan politik 
yang ideologis, terstruktur, dan menjunjung solidaritas, keberagaman, serta 
antikorupsi, sejalan dengan tujuan SDGs 16. Kontribusi nyata PSI dalam 
mewujudkan SDG 16 dilaksanakan melalui tiga aspek: hukum, sosial, dan edukasi.  

Pada aspek hukum, PSI berupaya mendorong pembentukan dan 
implementasi regulasi yang berorientasi pada inklusivitas. PSI juga menunjukkan 
komitmennya dalam memberikan advokasi dan bantuan hukum bagi korban 
diskriminasi. Di Kota Depok, efektivitas kerja PSI dalam aspek hukum masih 
terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.  

Selanjutnya, pada aspek sosial, PSI berupaya membangun kesadaran lintas 
agama melalui program Safari Keagamaan. Di Kota Depok, pelaksanaan program 
ini masih belum menjangkau kelompok masyarakat minoritas yang lebih luas. 
Dalam aspek edukasi, PSI menggunakan media sosial untuk edukasi politik dan 
membangun citra partai progresif, terutama bagi anak muda. Namun, upaya ini 
masih terkendala oleh tidak optimalnya strategi komunikasi politik yang 
digunakan serta adanya tekanan dari luar. 

Penelitian ini menemukan berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh 
PSI di Kota Depok dalam upaya memperjuangkan toleransi dan mewujudkan 
tujuan SDGs 16. Berbagai tantangan ini datang dari dalam tubuh partai (internal) 
serta dari luar partai (eksternal).  

Tantangan di internal partai antara lain lemahnya transparansi dan 
akuntabilitas dalam tata kelola organisasi partai, munculnya politik identitas 
dalam kepengurusan, serta belum optimalnya strategi komunikasi politik yang 
dijalankan. Tantangan internal ini menyebabkan terjadinya konflik dalam 
struktur kepengurusan PSI Kota Depok. Sementara, tantangan eksternal yang 
dihadapi adalah sulitnya memperluas jangkauan elektoral di tengah dominasi 
politik identitas berbasis agama di Depok. Faktor eksternal ini menyebabkan tidak 
efektifnya peran PSI dalam mendorong kebijakan yang inklusif.  

Konflik antarpengurus, dominasi kelompok tertentu, serta keterbatasan 
sumber daya memperburuk efektivitas kerja partai. Selain itu, PSI belum optimal 
dalam menyosialisasikan programnya kepada masyarakat, terutama pemilih 
muda, karena strategi komunikasi yang kurang efektif. Temuan ini menunjukkan 
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perlunya perbaikan internal dalam tata kelola, kaderisasi, dan komunikasi untuk 
memperkuat peran partai.  

 

Meskipun PSI aktif memperjuangkan nilai toleransi dan anti-intoleransi, 
implementasinya masih terkendala oleh resistensi yang datang dari kelompok 
mayoritas konservatif, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi internal yang 
lemah.  

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data-data internal 
partai secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan strategi, anggaran, dan 
proses pengambilan keputusan internal PSI. Hal ini membatasi analisis terhadap 
aspek struktural dan operasional partai. Selain itu, penelitian ini hanya melibatkan 
beberapa perwakilan dari PSI, tokoh-tokoh masyarakat, serta kelompok 
keagamaan tertentu. Pendapat dan pengalaman mereka tidak dapat mewakili 
seluruh anggota masyarakat Kota Depok, apalagi semua partai politik atau 
komunitas keagamaan. 

Rekomendasi  
1. PSI Kota Depok perlu melakukan evaluasi menyeluruh, baik ke dalam partai 

maupun ke luar, guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai 
upaya awal untuk meningkatkan efektivitas kerja partai.  

2. PSI Kota Depok perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk 
memperkuat kondisi internal partai. 

3. PSI perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan 
memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Salah satu langkah 
yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan mekanisme audit 
internal guna mengevaluasi pengelolaan partai secara berkala. 

4. PSI harus memperbaiki sistem kepemimpinannya dengan menerapkan 
prinsip meritokrasi, sehingga kepemimpinan partai tidak didominasi oleh 
kelompok tertentu. Terutama dalam pemberian jabatan strategis, di mana 
posisi kepemimpinan didasarkan pada kompetensi dan kontribusi, bukan 
kedekatan politik atau faktor identitas lainnya sesuai dengan misi partai 
dalam Anggaran Dasar Pasal 5.  

5. PSI perlu memperkuat kaderisasi dan distribusi peran anggota agar partai 
dapat berkembang secara lebih inklusif. Langkah yang dapat diterapkan 
adalah dengan menyediakan kesempatan yang lebih adil bagi kader baru 
untuk berkembang dan mendapatkan peran aktif dalam partai. Sesuai dengan 
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 tentang Pendidikan Politik 
dan Anggaran Dasar Pasal 10 tentang Rekrutmen dan Keanggotaan. 

6. Selain itu, membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi anggota dalam 
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pengambilan keputusan strategis akan memastikan bahwa setiap kebijakan 
partai lebih demokratis dan mencerminkan aspirasi anggota secara 
menyeluruh.   

7. PSI juga perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk 
meningkatkan daya tarik dan kredibilitas PSI di mata publik. Pemanfaatan 
media digital dan media sosial harus lebih aktif dalam menyampaikan 
program-program partai secara transparan dan menarik bagi masyarakat, 
khususnya generasi muda.  

8. PSI juga perlu meningkatkan keterlibatannya dalam kegiatan sosial di 
masyarakat sebagai upaya membangun kepercayaan publik dan 
menunjukkan bahwa partai ini tidak hanya aktif menjelang pemilu, tetapi 
juga berkontribusi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.   

Reformasi internal yang berbasis pada transparansi, meritokrasi, dan 
keterwakilan yang adil akan membantu PSI dalam mewujudkan visinya sebagai 
agen perubahan sosial yang memperjuangkan demokrasi dan keberagaman di Kota 
Depok. Diharapkan pula dengan implementasi rekomendasi di atas, PSI dapat 
memperkuat perannya sebagai partai politik yang konsisten dalam 
memperjuangkan toleransi dan inklusivitas, serta lebih efektif dalam mendukung 
pencapaian SDG 16 di Kota Depok.  

Sementara, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa 
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai 
peran PSI dalam mengatasi intoleransi dan mendukung SDG:  

1. Penelitian lebih lanjut dapat lebih fokus pada strategi komunikasi politik PSI 
yang lebih efektif, terutama dalam menjangkau pemilih muda dan 
meningkatkan sosialisasi program. Penelitian ini dapat mengeksplorasi 
platform media sosial yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan PSI serta 
bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens muda di Kota Depok;  

2. Mengingat munculnya resistensi dari kelompok mayoritas konservatif 
terhadap program-program PSI, penelitian selanjutnya dapat fokus pada 
dinamika sosial dan politik lokal yang memengaruhi penerimaan program 
PSI, serta menggali faktor-faktor yang memperburuk resistensi tersebut. 
Lebih jauh lagi, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi serta 
menganalisis strategi yang dapat ditempuh PSI untuk menghadapi tantangan 
tersebut, termasuk cara melibatkan kelompok konservatif secara konstruktif; 

3. Evaluasi implementasi program toleransi di tingkat komunitas juga dapat 
menjadi fokus penelitian selanjutnya, khususnya untuk menilai seberapa 
efektif program-program seperti Safari Keagamaan dalam membangun 
kesadaran lintas agama dan mengatasi intoleransi; 

4. Selain itu, tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam 
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pengelolaan dana dan organisasi juga perlu dieksplorasi lebih lanjut. 
Penelitian mengenai model transparansi dan akuntabilitas yang dapat 
diterapkan oleh PSI untuk meningkatkan kepercayaan publik dan 
pengelolaan internal partai akan sangat bermanfaat, termasuk dengan menilai 
sistem audit internal dan mekanisme kontrol yang dapat memperbaiki 
struktur tata kelola.  

Penelitian selanjutnya juga dapat mencakup studi komparatif dengan partai 
politik lain yang memiliki komitmen terhadap keberagaman dan toleransi untuk 
melihat apakah ada praktik-praktik yang lebih baik yang bisa diterapkan oleh PSI. 
Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang kebijakan atau program 
yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar 
dalam memahami peran PSI dalam mengatasi intoleransi dan mendukung SDG 
16, serta memberikan panduan bagi perbaikan strategis yang lebih efektif dalam 
mencapai tujuan tersebut di masa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 
Acemoglu, D. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. 

New York: Crown Business. 
Alfirdaus, M. (2023). Advocacy and Political Strategies in Strengthening Minority Rights 

in Indonesia. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 
Bappenas. (2020). Peta Jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia 2020-

2030 . Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.  
Bhayangkara, A. (2019). Democratic Party Building: Meritocracy and Political 

Recruitment in Indonesia. Jakarta: Demokrasi Press. 
Chandra, K. (2004). Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in 

India. Cambridge: Cambridge University Press. 
Dalton, R. J. (2013). The Apartisan American: Dealignment and Changing Electoral 

Politics. Los Angeles: CQ Press. 
Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books. 
Inglehart, R. (2017). Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Liddle, R. W. (2018). Democracy, Identity, and Religion: Theoretical Reflections on the 

Role of Political Parties in Democratic Consolidation in Indonesia. In Aspinall, E., & 
Mietzner, M. (Eds.), Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in 
Indonesia. Ithaca: Cornell University Press. 

Noor, M. (2005). Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Studi tentang Struktur dan 
Dinamika Internal Partai. Jakarta: LP3ES. 

Nur’aini, R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif: Studi Kasus dalam Penelitian Sosial. 
Jakarta: Pustaka Akademik. 

Prasetyo, B. (2021). Partai Politik dan Kebijakan Publik: Studi Kasus di Indonesia. 



Perspektif Partai Solidaritas Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif di Kota Depok 

53 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Sartori, G. (1976). Parties and Party System: A Framework for Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press.  
Scarrow, S. E. (2005). Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical 

Perspectives: Implementing Intra-Party Democracy. Washington, D.C: National 
Democratic Institute for International Affairs. 

Schutz, A. (1967). The Phenomenology of the Social World. Evanston, IL: Northwestern 
University Press. 

Setiawan, A. (2020). Advokasi dan Perlawanan terhadap Intoleransi: Peran Partai Politik 
dalam Konteks Demokrasi Lokal. Jakarta: Penerbit LP3ES. 

Siregar, F. (2022). Partai Politik dan Sistem Kaderisasi: Antara Demokrasi Internal dan 
Politik Elitis. Jakarta: Pustaka Demokrasi. 

Suliyanto. (2018). Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi. 
Yogyakarta: Andi. 

Suryono, D. (2018). Kebijakan Publik dan Good Governance. Bandung: AIPI Press.  
 
Artikel Jurnal 
Audah, M. (2018). Aksi 212 dan Dinamika Politik Identitas di Indonesia. Jurnal Politik 

Islam , 88-105. 
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches (3rd ed). SAGE Publications. 
Dahl, R. A. (1998). On Democracy. Yale University Press. 
Diamond, L. (2001). Political Parties and Democracy. Baltimore: The Johns Hopkins 

University Press. 
Denzin, N. K. (1978). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological 

Methods. McGraw-Hill. 
Fukuyama, F. (2018). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. 

Farrar, Straus and Giroux. 
Hadiz, V. R. (2020). Dynastic Politics in Indonesia: Yudhoyono’s Legacy in Jokowi’s Era. 

Cambridge University Press. 
Handoko, T. (2017). Terorisme di Indonesia: Studi Kasus Bom Sarinah 2016. Jurnal 

Keamanan Nasional, 122-137. 
Hopkin, J. (2004). The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on the 

Funding of Party Politics. Party Politics, 627–651. 
Katz, R. S. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 

Emergence of the Cartel Party. Party Politics, 5-28.  
Keller, K. L. (2013). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing 

Brand Equity. Pearson. 
Kusumawardani, R. (2023). Kasus Sambo 2022 dan Krisis Kepercayaan terhadap Institusi 

Hukum di Indonesia. Jurnal Kriminologi, 56-72. 
Lestari, A. (2023). Kaderisasi Politik dan Dinamika Partisipasi Kader di Partai Lokal 

Indonesia. Journal of Political Studies, 55-72. 
Maharani, T. (2021). Akuntabilitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat. Journal of Political Studies, 45-62. 



KRITIS, Vol XXXV No. 1, 2026: 26 - 55 

54 

Michels, R. (1911). Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies 
of Modern Democracy. New York: Free Press. 

Mietzner, M. (2020).Political Parties and Democracy in Indonesia: Tolerance, Pluralism, 
and Representation in the Post-Reformasi Era. Journal of Southeast Asian Politics, 
112-130. 

Mietzner, M. (2018). Authoritarianism and Resistance in Indonesia: Civil Society and the 
Opposition to Prabowo Subianto. Routledge. 

Miles, M. B. (1992). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). SAGE 
Publications. 

Newman, N. (2016). Digital News Report: Journalism, Media, and Technology Trends and 
Predictions. Reuters Institute for the Study of Journalism. 

Norris, P. (2017). Strengthening Electoral Integrity: The Role of Political Parties and Civil 
Society. Cambridge University Press. 

Nusyyur, F. (2017). Kebebasan Beragama dan Tantangan Toleransi di Indonesia: Studi 
Kasus Perusakan Rumah Ibadah di Aceh. Jurnal Konstitusi, 501-520. 

Putnam, R. D. (2007). E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first 
Century. Scandinavian Political Studies, 137-174. 

Putra, R. (2020). Political Transparency and Public Trust: A Study on Indonesian Political 
Parties. Journal of Political Studies, 89-105. 

Putri, A. (2018).Kasus Pembunuhan di Gowa: Analisis Sosial dan Budaya. Jurnal 
Kriminologi Indonesia, 45-60. 

Riansyah, M. (2021). Dinamika Intoleransi di Indonesia: Studi Kasus Penolakan 
Pembangunan Gereja di Cilegon. Jurnal Politik dan Keberagaman, 78-92. 

Sari, N. (2020). Solidaritas Indonesia: Idealisme, Pluralisme, dan Jalan Baru Politik Anak 
Muda. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 

Scammell, M. (2015).Politics and Image: The Conceptual Value of Branding. Cambridge 
University Press. 

Scarrow, S. E. (2017). Political parties and democracy: The enduring contradiction? 
Comparing democracies: Elections and voting in a changing world. Sage Publications, 
181-202. 

 
Artikel Surat Kabar 
Agnes Z. Yonatan (2024, 2 Februari). 10 Kota Paling Intoleran versi SETARA   Institute. 

GoodStats. 
CNN Indonesia (2022, 7 Oktober). PGI meminta dugaan diskriminasi terhadap siswa 

Kristen di SMAN 2 Depok ditindak. 
Fransiskus A. P. (2023, 19 Juli). PSI Partai Anak Muda & Upaya Meraih Suara Gen Z di 

Pemilu 2024. Tirto.id 
KumparanNews (2019, 5 September). PSI dukung Meliana di LP Tanjung Gusta, siap 

memberi bantuan. 
Sabri Leumira (2023, 17 September). Kapel GBI Cinere Bellevue di Depok digeruduk 

sekelompok massa. Gerbang digedor sambil teriak-teriak. Hallo.ID 
SETARA Institute. (2023). Rilis Data: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 

2023. 



Perspektif Partai Solidaritas Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Inklusif di Kota Depok 

55 

Wahid Foundation. (2020, 5 Oktober). Wahid Foundation mengonversi Laporan 
Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2020–2022. 

 
Dokumen Website 
Badan Pusat Statistik (2016). Potret Awal Tujuan Pembangunan. Diunduh dari 
https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%

20Indonesia.pdf  


